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ABSTRAK 

Salah satu upaya penyelamatan kredit bermasalah oleh bank yang 

termasuk dalam restrukturisasi kredit adalah dengan cara Pembaharuan utang atau 

novasi yaitu salah satu bentuk hapusnya perikatan yang terwujud dalam bentuk 

lahirnya perikatan baru. Novasi yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini 

yaitu novasi subjektif pasif yaitu kredit diperbaharui dengan membuat perikatan 

baru yang menghapus perikatan yang lama sehingga kreditur yang lama 

melepaskan haknya. Penulis akan mempersempit area pembahasan novasi 

subjektif pasif dengan adanya Delegatie, dimana terjadi persetujuan antara 

debitur, kreditur dan debitur baru. Novasi merupakan cara penyelamatan kredit 

agar kredit yang bermasalah tidak masuk kedalam kategori kredit macet.Dari 

berbagai macam cara penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank 

salah satunya adalah novasi.  

Latar belakang dilakukannya novasi dari debitor lama kepada debitor baru 

yaitu karena usia debitur saat dilakukan Novasi berusia 64 tahun dimana bank 

menilai bahwa usia debitor lama dinilai sudah lanjut dan dapat menghambat 

jalannya usaha yang dimiliki debitor lama selain itu alasan dilakukannya 

pengalihan hutang kepada debitor baru karena debitor lama telah 

mengikutsertakan anaknya (debitor baru) sejak tahun 2002 untuk membantu atau 

terlibat langsung dalam operasional usaha, bahkan saat ini anaknya sudah mampu 

menjalankan sendiri usaha orang tuanya tersebut,  atau dengan kata lain usaha 

tersebut saat ini  sepenuhunya telah dijalankan. 

Ketentuan Pasal 1415 KUHPerdata menyatakan : “Tiada pembaharuan 

utang yang dipersangkakan. kehendak seorang untuk mengadakannya harus 

dengan tegas ternyata dari perbuatannya”. Maknanya adalah peralihan debitor 

(pembaharuan utang) mensyaratkan adanya akta, namun, ketentuan ini tidak 

bersifat memaksa, oleh karena untuk novasi subyektif pasif tidak diperlukan 

bantuan dari debitor, sehingga karena itu dapat disimpulkan bahwa suatu akta 

dalam hal itu tidak diperlukan (Pasal 1416 KUHPerdata). Ketentuan mengenai 

perlunya pembuatan akta novasi harus diatur secara tegas dalam Peraturan 

Perundang-undangan. 
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